AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN OLEH TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA by Irsan, Irsan
Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Irsan 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 8 NOMOR 1,JANUARI 2018 60 
AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENANDATANGANAN 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN OLEH TERSANGKA 
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA 
 
Oleh : Irsan1  
Abstrak : Dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan oleh 
tersangka, maka akibat hukum yang muncul adalah dapat berubahnya 
putusan Pengadilan. Artinya bahwa apabila BAP tersebut isinya hanya 
dibuat-buat oleh penyidik baik dengan cara kekerasan/intimidasi atau 
dengan cara lain, dan ketika sampai pada tahap pembuktian di 
Pengadilan BAP tersebut isinya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di 
persidangan maka terdakwa dapat diputus bebas.Namun sebaliknya jika 
isi BAP tersebut benar kenyataannya dan jaksa mampu membuktikan 
berdasarkan Undang-Undang sedangkan terdakwa tidak mau 
menandatanganinya maka hakim dapat menjatuhkan sanksi lebih berat 
karena suatu hal yang memberatkan tersebut. 
 
Kata Kunci : Berita Acara, Pemeriksaan, Tersangka 
 
PENDAHULUAN 
Dalam proses penegakan hukum, tindakan yang dilakukan oleh 
aparat hukum tidak boleh keluar dari aturan yang telah di tentukan. Hal ini 
pula yang harus ditegakkan dalam aspek penegakan hukum pidana. 
Apabila hukum acara pidana dipandang dari sudut pemeriksaan, hal ini 
dapat dirinci dalam dua bagian, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan adalah 
pemeriksaan yang dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai 
penyelidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum 
pidana materil telah dilanggar. Sedangkan pemeriksaan disidang 
pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan 
apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu 
dapat dipidana atau tidak. 
 
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua 
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Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor 
hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana 
tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para 
penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.Dalam 
pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan 
penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu 
bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli 
kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari 
profesionalisme yang harus d miliki oleh seorang penyidik sebagai bagian 
dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, 
apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam 
menjalankan tugas -tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan 
sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan 
baru. 
Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik 
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 
menurut cara yang mengatur dalam undang-undang No 26 tahun 2000 
pasal I angka 5. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang 
menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh 
berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda 
pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, 
untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat 
melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak hak asasi 
tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti 
permulaan Barang Bukti. 
Penyelidikan yang dilakukan penyelidik dalam hal ini tetap harus 
menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) 
sebagaimana di sebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. 
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Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum 
dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para 
aparat penegak hukum. Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini 
disampaikan kepada penyidik. 
Untuk pemeriksaan, penyidik dan penyidikpembantu mempunyai 
wewenang melakukanpemanggilan terhadap tersangka dan saksi.Pasal 
112 ayat (1) KUHAP penyidik yangmelakukan pemeriksaan, dengan 
menyebutkanalasan pemanggilan yang jelas, berwenangmemanggil 
tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat 
panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar 
antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi 
panggilan tersebut. Pasal 114 KUHP menyatakan bahwa dalam hal 
seorang tersangka disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum 
dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan 
kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau 
bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP. 
Berita acara pemeriksaan tersangka, saksi,dan ahli itu sendiri adalah 
merupakan catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk 
tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu atas kekuatan sumpah 
jabatan,diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidikatau penyidik 
pembantu (petugas yang membuat) dan tersangka, saksi atau ahli yang 
diperiksa serta memuat uraian tindak pidanayang mencakup atau 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan 
menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu suatu tindak pidana 
tersebut dilakukan, identitas penyidik atau penyidik pembantu dan yang 
diperiksa serta keterangan-keteranganyang diperiksa. 
Dalam KUHAP, tentang tata cara pemeriksaan perkara pidana 
terhadap tersangka diatur bersama-sama dengan hal-hal yang berkaitan 
dengan Pemeriksaan saksi.Dalam pemeriksaan terhadap tersangka 
beberapa hal yang merupakan hak-hak tersangka harus dihargai dan 
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dihormati. Salahsatu hak tersangka yang diatur dalam KUHAP Pasal 50 
ayat (1) bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh 
penyidikdan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Cara 
pemeriksaan dimuka penyidik ditinjau dari segi hukum bahwa jawaban 
atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan 
tanpa tekanan dari siapapun juga dan bentuk apapun juga. 
Keterangan tersangka setelah dicatat dalam berita acara 
pemeriksaan oleh penyidik akan diminta persetujuan dari tersangka 
tentang kebenaran isi berita acara tersebut.Persetujuan ini bisa dengan 
jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri 
berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah dia menyetujui isinya 
atau tidak. Kalau dia tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik 
bagian yang tidak disetujui untuk diperbaiki dan penyidikmembuat catatan 
berupa acara penjelasan atau keterangan tentang hal itu, serta menyebut 
alasan yang menjelaskan kenapa tersangkat idak mau 
menandatanganinya. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISA 
Penyelidikan 
a. Pengertian Penyelidikan 
Penyelidikan dalam Pasal 1 ke 5 KUHAP adalah penyelidikan 
adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang ini. 
b. Pihak Penyelidik 
Penyelidik dalam Pasal 4 KUHAP adalah Penyelidik adalah 
setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia” 
c. Wewenang Penyelidik 
Dalam Pasal 5 KUHAP, wewenang penyelidik adalah: 
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya  
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tindak pidana. 
b. Mencari keterangan dan barang bukti. 
c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanykan serta 
memeriksa tanda pengenal diri. 
d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 
jawab. 
 
Penyidikan  
a. Pengertian Penyidikan 
Menurut Pasal 1 ke 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 
tentang POLRI, yang dimaksud dengan penyidikan adalah Penyidikan 
adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Bunyi pasal tersebut 
di atas sama dengan yang ditetapkan di dalam Pasal 1 ke 2 KUHAP. 
Dengan penjelasan lain bahwa penyidikan adalah:2 “Rangkaian 
aksi atau tindakan dari penegak hukum (POLRI) atau pejabat lain yang 
diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setekah diketahui atau 
diduga terjadinya tindak pidana, guna mendapatkan keterangan, 
bahan dan apa saja yang diharapkan dapat mengungkap tentang apa 
yang telah terjadi dan siapa yang melakukan atau diduga melakukan 
tindak pidana tersebut. Pada pokoknya untuk menjamin agar orang 
yang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dapat dituntut di 
pengadilan dan dijatuhi pidana serta menjalani pidana yang dijatuhkan 
tersebut. 
b. Pihak Penyidik 
Dalam Pasal 6 KUHAP dijelaskan bahwa penyidik adalah: 
 
2 Coky T.N. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Paingot Rambe Manalu, 
2010, Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan, cv. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 
hlm. 36 
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1) Pejabat polisi Negara Republik Indonesia. 
2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 
oleh undang-undang. 
c. Wewenang Penyidikan 
Penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat (1), karena kewajibannya 
(tugas yang melekat padanya berdasarkan undang-undang) 
berwenang:3 
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 
tindak pidana; 
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; 
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 
penyitaan; 
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi; 
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 
9. Mengadakan penghentian penyidikan; 
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung 
jawab. 
 
Prapenuntutan 
Setelah proses penyidikan selesai, selanjutnya penyidik akan 
melimpahkan perkara kepenuntut umum untuk dilakukan penuntutan. 
Beberapa persoalan dalam KUHAP yang berkaitan dengan penuntutan 
dan melakukan revisi, antara lain:4 
a. Batas Waktu Prapenuntutan 
Pasal 138 ayat (1) KUHAP mengatur: “penuntut umum setelah 
menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan 
menelitinya dan dalam kurun waktu tujuh hari wajib memberitahukan 
 
3 Ibid, hlm. 40 
4 Al. Wisnubroto, 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Citra Aditya 
Bakti, Bandung. Hlm 64 
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kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau 
belum.” 
Selanjutnya, dalam ayat ayat (2)nya diatur bahwa jika ternyata 
hasil penyidikan belum lengkap, berkas perkara harus dikembalikan 
kepada penyidik dan penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari 
sudah harus menyampaikan kembali berkas tersebut kepada penuntut 
umum. 
b. Masalah P-19 
Pasal 138 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa jika hasil 
penyidikan ternyata dinilai penuntut umu belum lengkap, penuntut umu 
mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk 
tentang hal yang harus dilengkapi. Dalam pelaksanaan teknnis 
petunjuk yang dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP dikenal 
dengan kode P-19. 
Dalam praktek sering kali yang terjadi pengembalian berkas 
perkara dari penuntut umum ke penyidik tidak disertai dengan P-19 
sehingga menyulitkan bagi penyidik untuk mencari apa yang harus 
dilengkapi. Untuk menyikapi hal tersebut penyidik terpaksa harus 
mencari-cari sendir hal yang harus dilengkapi karena dibatasi oleh 
batas waktu pengembalian ke penuntut umum. Akibatnya, jika hasil 
penyempurnaan berkas perkara tetap tidak sesuai dengan kehendak 
penuntut umum, bisa terjadi berkas perkara bolak-balik dari penuntut 
umum ke penyidik, sehingga proses penyelesaian perkara menjadi 
terlambat. Sekalipun ketika dikonfirmasikan kepihak kejaksaan, hal 
tersebut dibantah dengan alasan bahwa kejaksaan tidak mungkin 
melanggar prosedur standar, tetapi fenomena tersebut diatas perlu 
dicarikan solusi.5 
c. Masalah Pengubahan Surat Dakwaan 
Pasal 144 KUHAP yang mengatur mengenai pengubahan surat 
 
5 Ibid, hlm. 66 
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dakwaan perlu direvisi karena rumusan kalimatnya menimbulkan 
ketidakpastian dan membingungkan. Pasal 144 KUHAP selengkapnya 
berbunyi:6 
d. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan 
menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnahkan 
maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. 
e. Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya 1 (satu) 
kali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimullai. 
f. Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia 
menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum 
dan penyidik. 
 
Masalah Batas Waktu Pelimpahan Perkara ke Pengadilan 
Penuntutan merupakan salah satu tahap dalam proses peradilan 
pidana yang dapat membuat jelas status perkara tersebut, yaitu 
diteruskannya penyelesaian perkara melalui mekanisme penyelesaian 
perkara pidana. Akan tetapi, dengan tidak ada batas waktu yang jelas 
dalam Pasal 139 KUHAP, di mana dalam pasal tersebut hanya dikatakan: 
“penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah 
memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke 
pengadilan,” dan Pasal 140 KUHAP yang menyatakan: “penuntut umum 
dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan,” justru membuat tidak 
jelas mengenai waktu kapan penuntutan harus dilakukan oleh penuntut 
umum setelah ia menerima dan menganggap berkas penyidikan atas 
perkara itu sudah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan untuk 
dituntut. 
 
Upaya hukum terhadap putusan praperadilan 
Upaya hukum terhadap putusan praperadilan, ada yang dapat 
 
6 Ibid, hlm. 68-69 
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dimintakan banding, ada yang tidak dapat dimintakan banding, sebagai 
berikut: 
1. Dapat banding 
Terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya 
penghentian penyidikan atau penuntutan dapat banding, tetapi putusan 
pengadilan tinggi tersebut merupakan putusan akhir (tidak dapat 
kasasi- Pasal 83 ayat 2 KUHAP) 
2. Tidak dapat banding 
Terdapat putusan praperadilan mengenai sah atau tidaknya 
penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga 
atau kuasanya, dan mengenal tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi 
akibat tidak sahnya 
 
Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan berita acara 
pemeriksaan 
 
Dalam KUHAP, tentang tata cara pemeriksaan perkara pidana 
terhadap tersangka diatur bersama-sama dengan hal-hal yang berkaitan 
dengan Pemeriksaan saksi.Dalam pemeriksaan terhadap tersangka 
beberapa hal yang merupakan hak-hak tersangka harus dihargai dan 
dihormati. Salah satu hak tersangka yang diatur dalam KUHAP Pasal 50 
ayat (1) bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh 
penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Cara 
pemeriksaan dimuka penyidik ditinjau dari segi hukum bahwa jawaban 
atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan 
tanpa tekanan dari siapapun juga dan bentuk apapun juga 
Apabila dalam proses persidangan ada seorang terdakwa mengakui 
didepan hakim bahwa penandatanganan berita acara pemeriksaan itu 
tidak sah karena pada saat akan menandatanganinya tersangka atau 
terdakwa dalam keadaan dipaksa dan ancaman dari pihak lain, maka 
hakim akan kembali memeriksa dan memanggil pihak penyidik untuk 
dicari kebenarannya dan saksi-saksi yang terkait. Apabila yang dilakukan 
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atau dikatakan tersangka tidak benar maka tersangka atau terdakwa 
dapat dikenakan sanksi yang memberatkan, tetapi sebaliknya semua yang 
dikatakan oleh tersangka atau terdakwa tentang pemaksaan dan 
ancaman pihak lain maka dapat mengakibatkan batal demi hukum sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
Akibat dari seorang tersangka yang menolak menandatangani berita 
acara pemeriksaan akan terlihat pada saat tersangka diperiksa dimuka 
persidangan, dimana hakim akan menanyakan apakah alasan tersangka 
menolak menandatanganinya, apabila tersangka menolak 
menandatanginya karena isi dari berita acara pemeriksaan tidak sesuai 
dengan apa yang dilakukan tersangka maka hakim akan memanggil 
penyidik kemuka pengadilan untuk diperiksa dan mempertimbangkan 
mana yang benar. Apabila alasan yang dikemukakan oleh tersangka tidak 
jelas dan berbelit-belit maka tersangka dapat dikenakan sanksi yang 
memberatkan.Kemudian apabila alasan tersangka menolak 
menandatanganinya kuat atau sesuai dengan fakta maka dapat 
memperingan atau bahkan dapat mengakibatkan batal demi hukum 
sesuai dengan ketentuan yang ada. 
Dalam menjalankan proses hukum yang adil dengan tidak 
mengurangi hak-hak dari tersangka harus memiliki sistem peradilan 
pidana yang baik dimana proses penerapannya harus sesuai dengan 
aturan yang ada dengan mengedepankan hak asasi manusia dalam 
setiap proses hukum yang dilakukan selama pemeriksaan 
penyelidikan/penyidikan sampai proses di vonis 
Mekanisme keberatan tersebut diatur dalamPasal 77 butir a KUHAP 
tentang praperadilan. Dalam hal penyidikan telah selesai melakukan 
penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut 
kepada penuntut umum. Dan dalam hal penuntut umum berpendapat 
bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera 
mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk 
untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidik, 
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dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas 
tersebut,maka penyidikan dianggap selesai.Dengan tidak 
ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan oleh tersangka, maka akibat 
hukum yang muncul adalah dapat berubahnyaputusan Pengadilan. 
Artinya bahwa apabila BAPtersebut isinya hanya dibuat-buat oleh penyidik 
baik dengan cara kekerasan/intimidasi atau dengan cara lain, dan ketika 
sampai pada tahap pembuktian di Pengadilan BAP tersebut isinya tidak 
sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan maka terdakwa dapat 
diputus bebas. 
Namun sebaliknya jika isi BAP tersebut benar kenyataannya dan 
jaksa mampu membuktikan berdasarkan Undang-Undang sedangkan 
terdakwa tidak maum enandatanganinya maka hakim dapat menjatuhkan 
sanksi lebih berat karena suatu hal yang memberatkan tersebut. 
 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan oleh 
tersangka, maka akibat hukum yang muncul adalah dapat berubahnya 
putusan Pengadilan. Artinya bahwa apabila BAP tersebut isinya hanya 
dibuat-buat oleh penyidik baik dengan cara kekerasan/intimidasi atau 
dengan cara lain, dan ketika sampai pada tahap pembuktian di 
Pengadilan BAP tersebut isinya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di 
persidangan maka terdakwa dapat diputus bebas.Namun sebaliknya jika 
isi BAP tersebut benar kenyataannya dan jaksa mampu membuktikan 
berdasarkan Undang-Undang sedangkan terdakwa tidak mau 
menandatanganinya maka hakim dapat menjatuhkan sanksi lebih berat 
karena suatu hal yang memberatkan tersebut. 
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